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BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAH1RRAHMANNIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

B.UPATI NAGAN RAYA,

Menimbang ; a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa
Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah/Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) untuk memperoleh persetujuan
Bersama;

b. bahwa Rancangan Qanun tentang APBK yang dajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
Nagan Raya Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam
Kebijakan Umum APBK serta prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati bersama antarn

Pemerintah Daerah dengan DPRK Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun
Kabupaten Nagan Raya tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya
dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang

Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

25. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN

ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Qanun mi yang dimaksud dengan :

1) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.



2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK
adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Nagan Raya yang
ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

3) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

4) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

5) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

( 1) APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 202 1terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja
Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

(2) APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah Rpl.237.988.722.284,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rpl.234.238.722.284,00
b. Belanja Daerah Rpl.237.988.722.284,00

Defisit/Surplus Rp(3.750.000.000,00)

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp5.000.000.000,00
2. Pengeluaran Rpl.250.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp3.750.000,000,00

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rpl.234.238.722.284,00 yang bersumber

dari:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

direncanakan sebesar Rp88.548.963.729,00 yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah (Penyertaan Modal Daerah);

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rpl2.937.9 19.380,00

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rpl.085.098.683,00
v



(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah (penyertaan modal daerah) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpl.200.000.000,00

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp73.325.945.666,00

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan
sebesar Rpl. 119.863.958.555,00 yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp963.013.112.519,00

(3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp156.850.846.036,00

Pasal 6

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c direncanakan sebesar Rp25.825.800.000,00 yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah;

b. Dana Darurat;

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp0,00

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp0,00

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp25.825.800.000,00

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar

Rpl.237.988.722.284, yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

undangan;

Pasal 7

VI



Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a merupakan
pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang
memberi manfaat jangka pendek.

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnyayang memberi
manfaat lebih dari l(satu) periode akuntansi.

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c merupakan
pengeluaran anggaran atas Beban APBK untuk keperluan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan

pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya

dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

direncanakan sebesar Rp677.800.125.438,00 yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Bunga;

d. Belanja Subsidi;

e. Belanja Hibah; dan

f. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp374.836.378.050,00

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp246.76 1.789.131,00

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp0,00

(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan

sebesar Rp0,00

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp43.025.220.0350,00

vii
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(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rpl3.176.738.222,00

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
direncanakan sebesar Rp3 13. 186.578.92 1,00 yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung.

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp200.395.204,00

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp46.652.070.117,00

(4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c direncanakan sebesar Rpl18.656.763.720,00

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rpl46.492.491.743,00

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rpl.184.858.137,00

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal 11

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00

Pasal 12

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)

direncanakan sebesar Rp242.002.017.925,00 yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 10

VIII



(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp2.9 11.653.813,00

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp239.090.364.112,00

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp3.750.000.000,00 yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf

a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp0,00

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp0,00

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp0,00



Pasal 15

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf
b direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp0,00

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp0,00

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp0,00

Pasal 16

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah

mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar Rp(3.750.000.000,00)

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap

pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp3.750.000.000,00

Pasal 17

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan

pengeluaran anggaran atas Beban APBK untuk keadaan darurat termasuk

keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas

Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

mencukupi, menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulangcapaian Program dan Kegiatan lainnya serta

pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.
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(3) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten Nagan Raya tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan
cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBK, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar

biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan

publik.

(5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak

dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnyayang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Nagan

Raya ini, terdiri dari:

1. Lampiran

2.

3.

Lampiran II

Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII

Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut Kelompok dan

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan

Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,

Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBK,

XI



8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10 Lampiran X
11. Lampiran XI

12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII

14. Lampiran XIV
15. Lampiran XV
16. Lampiran XVI

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPK
dan PPAS dengan Rancangan APBK;
Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas
Daerah;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
Daftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjaman Daerah.

Pasa! 19

Bupati Nagan Raya menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
Nagan Raya dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 23 Desember 2020 M

8 JumadilAwal 1442 H

BUPATI NAGiN RAYA,

—
M. dAMINTlDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 28 Desember 2020 M

13 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

:artha

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : 3

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH: (3/ 110/2020)
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Lampiran I Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 3 TAHUN 2020
Tanggal : 23 Desember 2020

KARUPATEN NAGAN RAYA
RINGKASAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 88.548.963.729
4.1.01 Pajak Daerah 12.937.919.380
4.1.02 Retribusi Daerah 1.085.098.683
4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 73.325.945.666
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.119.863.958.555
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 963.013.112.519
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 156.850.846.035
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 25.825.800.000
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 25.825.800.000

Jumlah Pendapatan 1.234.238.722.284

5 BELANJA

5.1 BELANJA OPERASI 677.800.125.438

5.1.01 Belanja Pegawai 374.836.378.050

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.761.789.131

5.1.05 Belanja Hibah 43.025.220.035

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 13.176.738.222

5.2 BELANJA MODAL 313.186.578.921

5.2.01 Belanja Modal Tanah 200.395.204

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesm 46.652.070.117

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 118.656.763.720

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 146.492.491.743

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 184.858.137

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000

5.4 BELANJA TRANSFER 242.002.017.925

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.911.653.813

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 239.090.364.112

Jumlah Belanja 1.237.988.722.284

Total Surplus/(Defisit) (3.750.000.000)

6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000

Hal - 1

1



Lampiran I : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 3 TAHUN 2020
Tanggal : 23 Desember 2020

KABUPATEN NAGAN RAYA
RINGKASAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Uraian Jumlah

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 5.000.000.000

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 5.000.000.000

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.250.000.000

7.02 Penyertaan Modal Daerah 1.250.000.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1.250.000.000

Pembiayaan Netto 3.750.000.000

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0

Bupati Nagan Raya

M, JAMIN IDNAM




